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ABSTRAK 

Nama  : M. Syukur Adi Putra 

NIM  : 02121001120 

Judul Skripsi :Bentuk Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat (3) 

UUD 1945) 

Penelitian ini difokuskan pada bentuk putusan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan 

kekuatan hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode 

normatif dengan melakukan pendekatan historis, pendekatan konseptual dan 

pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Pertama, Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam 

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, akan tetapi, pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini masih 

memiliki kekurangan yaitu tentang bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua, Tidak adanya 

kejelasan bentuk putusan, berimplikasi pada kekuatan hukum dari putusan tersebut. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara eksplisit mengenai bentuk 

putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan mengenai bentuk putasan ini baru diatur dalam 

pasal 39 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD (UU MD3), yang mana menurut ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa 

putusan ini berbentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR). 

Secara yuridis, ketentuan pasal ini telah  memberikan kekuatan hukum yang kuat 

terhadap bentuk putusan tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

meskipun secara teoritis ketentuan pasal ini bertentangan dengan teori tentang jenjang 

norma dan asas hukum “Lex Superior Derogat Lex Inferior” 

Kata Kunci : TAP MPR, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dan fundamental 

sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk 

hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum 

yang berlaku secara universal, segala peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya berada dibawah Undang - Undang Dasar tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat dan tidak dapat diberlakukan, apabila bertentangan dengan Undang 

- Undang Dasar.1 

Undang-Undang Dasar pada prinsipnya mengatur tiga hal penting. Pertama, 

pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Kedua, mengatur Hubungan antar 

lembaga – lembaga negara. Dan ketiga mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-

lembaga negara dengan warga negara.2  

Perubahan aspek hukum yang mulai terjadi sejak tahun 1998 yang dilakukan 

melalui amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menandai era reformasi di Indonesia. Semangat perubahan Undang – Undang 

                                                           
1 Kata Sambutan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI periode 2014-2019 dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 yang di terbitkan Sekertariat Jendral MPR RI,  Cetakan keempat belas, 2015,  Hlm. iii   

2 Ibid Hlm. iv  
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mendorong terbangunnya 

struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis3.  

Perubahan-perubahan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menimbulkan pergeseran sistem kelembagaan negara. Salah 

satu lembaga negara yang mengalami pergeseran cukup signifikan adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika sebelumnya berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD 

1945 sebelum perubahan yang berbunyi :  “Kedaulatan di tangan rakyat dan 

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” Ketentuan pasal ini 

menerangkan bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang 

kedaulatan rakyat.4 

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(naskah asli) berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal ini mengatur masalah yang 

sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sebab : pertama, 

berdasarkan rumusannya, yaitu mengatur tentang siapakah yang memiliki kekuasaan 

tertinggi dalam Negara Republik Indonesia, yang memiliki kekuasaan tertinggi itulah 

yang berhak menentukan bagaimana mengelola negara ini. Secara teoritis yang 

memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bisa Tuhan, bisa 

raja, bisa negara, atau mungkin rakyat, atau mungkin pula hukum, dan juga bisa jadi 

                                                           
3 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 1   

4 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan kelima, 

2010, Hlm. 153  



xiv 
 

perpaduan beberapa teori yang ada. Kedua, mengatur perihal pelaksana sepenuhnya 

kedaulatan rakyat, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).5 

Konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan 

rakyat sebagaimana yang digariskan oleh pasal 1 (2) UUD RI 1945 adalah kekuasaan 

dalam negara terbagi secara vertikal yang berpuncak pada MPR sebagai Lembaga 

Tertinggi Negara, demikian pula Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan 

Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah 

Agung (MA) sebaga Lembaga Tinggi Negara tidak dijumpai dalam UUD RI 1945, 

istilah ini pada awalnya muncul dari analisis akademik terhadap hubungan 

kelembagaan Negara; istilah ini barulah memiliki dasar hukum setelah tertuang dalam 

TAP MPR, Seperti dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/1973 tentang Hubungan Tata 

Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, 

selanjutnya dalam TAP MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan 

Hubungan Tata Kerja Lembaga dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. 

TAP-TAP MPR ini secara tegas menyebut MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, 

dan Lembaga Negara lainnya sebagai Lembaga Tinggi Negara.6  

 

 

 

 

                                                           
5 Anwar C, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang; Setara Press, Cetakan Ketiga, 2015, hlm. 155 

6  Ibid Hlm. 162 - 163 



xv 
 

Bagan 1.1 : Kedudukan MPR berdasarkan UUD RI 1945 Pra-Amandemen 

 

 Sebagai lembaga tertinggi Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 

UUD RI 1945 pra-amandemen, hubungan MPR dengan lembaga negara lainnya 

berupa : a) MPR Mengatur dan Menetapkan kekuasaan Lembaga Tinggi Negara 

lainnya (Presiden, DPR, MA, BPK dan DPA) melalui penetapan dan perubahan UUD 

RI 1945; b) MPR membuat pedoman lebih rinci untuk menjadi acuan bagi lembaga 

tinggi negara dalam menjalankan kekuasaannya, dalam beentuk Ketetapan MPR; c) 

MPR mengawasi pelaksanaan kekuasaan Lembaga Tinggi Negara, apakan sudah 

Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR)

(Sebagai Lembaga 
Tertinggi Negara)

Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) +

Utusan Golongan

Presiden/ Wakil Presiden

(sebagai Mandataris MPR)

Dewan Pertimbangan 
Agung (DPA)

Badan Pengawas Keuangan 
(BPK)

MA (Mahkamah Agung)
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sejalan dengan Undang-Undang Dasar dan Tap MPR, konsekuensinya, Lembaga 

Tinggi Negara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada MPR.7 

Menurut Philpus M. Hadjon -dalam buku Titik Triwulan Tutik “Kontruksi Hukum 

Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945-  keberadaan MPR yang 

demikian dalam sistem kelembagaan negara Republik Indonesia merupakan lembaga 

negara yang unik. Keunikannya ialah, bahwa lembaga semacam MPR sulit dicari 

banding-bandingannya di negara manapun.8 

Setelah kurang lebih 32 tahun disakralkan akhirnya pasca runtuh nya kekuasaan 

rezim Orde Baru, dan bangsa Indonesia memasuki era baru yakni era reformasi, yang 

salah satu agenda reformasi tersebut amandemen terhadap UUD RI 1945, akhirnya 

dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) 

1999, UUD RI 1945 dapat diubah dengan perubahan pertama tahun 1999, perubahan 

kedua pada tahun 2001, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat 

pada tahun 2002.9 

Tepatnya setelah amandemen ketiga, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai 

lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Penghapusan 

sistem lembaga Tertinggi Negara adalah upaya logis untuk keluar dari perangkap 

desain ketatanegaraan yang rancu dalam menciptakan mekanisme check and balances  

                                                           
7 Ibid Hlm. 163  

8 Titik Triwulan Tutik Op.Cit Hlm. 186  

9 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung; Refika Aditama, Hlm. 55  
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di antara lembaga-lembaga negara.10 Hal ini sebagai konsekuensi perubahan UUD RI 

1945 pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen yang berbunyi : “Kedaulatan adalah 

ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” 

Dan pada amandemen ketiga UUD RI 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001 

diubah menjadi : “Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar” 

Hilangnya predikat MPR sebagai pemegang kedaualatan rakyat, diikuti langkah 

lainnya yaitu dengan mengamandemen ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 

(1) bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah yang kesemuanya dipilih melalui Pemilu.11 

Kedudukan MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi negara melainkan sejajar 

dengan dengan lembaga negara lain seperti DPR, Presiden, MA, MK, DPD. Dengan 

demikian meskipun MPR masih berwenang menetapkan dan mengubah UUD serta 

melakukan Impeachment (pemberhentian dalam masa jabatan) terhadap Presiden, 

MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sebab wewenang itu hanya pemberian 

fungsi sebagai bagian dari proses-proses dilembaga negara yang lainnya.12 

 

 

                                                           
10 Titik Triwulan Tutik, Loc.Cit 

11 Ibid hlm. 186  

12 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011 Hlm. 32 
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Bagan 1.2 : Kedudukan MPR Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945 

 

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan signifikan 

terhadap struktur ketatanegaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang 

sebelumnya memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara diatas Lembaga 

UUD Negara 
Republik Indonesia 

Tahun 1945

Legislatif

MPR

(terdiri dari DPR 
dan DPD)

Eksekutif

Presiden dan Wakil 
Presiden

Yudikatif

Mahkamah Agung 
(MA)

Mahkamah 
Konstitusi (MK)

Komisi Yudisial 
(KY)

Badan Pengawas 
Keuangan (BPK)
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Negara lainnya menjadi sejajar dengan lembaga tinggi Negara yang ada semacam : 

Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dll. 

 

Menurut Saldi Isra -dalam Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara 

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945-  perubahan terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan 

Pasal 2 ayat (1) berimplikasi pada: Pertama, reposisi peran MPR dari lembaga 

tertinggi negara (Supreme Body) menjadi gabungan antara DPR dan DPR; Kedua, 

kewenangan MPR dari menetapakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan 

memilih Presiden dan Wakil Presiden menjadi mengubah dan menetapkan UUD, 

melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 

dan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak 

dapat melaksanakan tugasnya dala masa jabatannya secara bersamaan, MPR memilih 

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon  presiden dan calon wakil 

presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

pasangan calon wakil presiden nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.13 

Lebih lanjut pasca amandemen UUD RI 1945 sebanyak empat kali, MPR 

memiliki kewenangan sebagai berikut : 

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)] 

b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)] 

                                                           
13 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: 

Kencana, 2011, Hlm. 187  



xx 
 

c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar [Pasal 3 ayat (3)]  

Hasil perubahan yang dilakukan oleh MPR tahun 1999-2002 merupakan 

kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia ke 

depan. Dengan perubahan-perubahan pasal-pasal tersebut, hasil perubahan MPR telah 

berhasil meletakkan sendi sendi check and balances, termasuk membatasi kekuasaan 

Ekskutif.14 Satu diantaranya adalah rumusan pasal 3 ayat (3) UUD RI 1945 Pasca 

Amandemen tentang kewenangan MPR yang dapat memberhentikan Presiden 

dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.  

Dengan ketentuan baru ini secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sistem vertikal hierarkis dengan prinsip 

Supremasi MPR menjadi horisontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi 

dan saling mengawasi antarlembaga negara (check and balances)15 

Dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya tetap saja tidak dapat diartikan sebagai suatu bentuk supremasi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Merujuk pada pasal 3 ayat (3) ditemukan frasa 

“….menurut Undang-Undang Dasar” dapat diartikan bahwa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar. 

                                                           
14 Ni’Matul Huda Op.Cit. Hlm.218  

15 Ibid Hlm. 235 
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Jika di uraikan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

harus melalui mekanisme sebagai berikut:  

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya 

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

2.  Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam 

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 

3.  Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah 

Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 

dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang 

paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. 
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4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan 

seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling 

lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu 

diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 

5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan 

usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk 

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh 

hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari 

jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 
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menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. 

Dari uraian mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih ditemukan 

beberapa problematika terkait pemberhentian Presiden dan/atau  Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya. Satu di antaranya, tidak ada kejelasan mengenai bentuk 

putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. 

Jika merujuk pada Pasal II aturan tambahan, menyebutkan bahwa “Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-

pasal”.16 Hal ini perlu ditekankan karena dalam banyak forum atau tulisan ilmiah 

masih ada yang memosisikan Penjelasan UUD RI 1945 sebagai sesuatu yang masih 

resmi berlaku, padahal dari bunyi Aturan Tambahan Pasal II itu jelas dinyatakan 

bahwa UUD RI 1945 sekarang hanya terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal.17 

Sementara itu pada pasal 3 ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan bahwa 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dapat 

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan ketentuan yang 

telah ditetapkan Undang-Undang Dasar. 

                                                           
16 Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen 

keempat. 

17 Moh.Mahfud MD Op.Cit. Hlm. 30  
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Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi yang 

berjudul : BENTUK PUTUSAN MPR DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN 

DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA (Pasal 3 

Ayat (3) UUD REPUBLIK INDONESIA 1945). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka beberapa rumusan masalah akan 

dikaji dalam tulisan ini, yaitu : 

1. Apa bentuk dari putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ? 

2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan yang ingin dicapai penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui dan membahas bentuk dari putusan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 
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2. Untuk mengetahui dan membahas kekuatan hukum dari putusan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penulisan ini adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mengenai 

kekuatan hukum dari putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Penelitian 

ini hanya akan terbatas pada pembahasan tentang pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya saja, tidak membahas tentang pergantian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang juga merupakan kewenangan dari Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

 

E. Manfaat Penulisan 

1.  Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan hasil bagi para pembaca berupa bahan kajian tentang 

kelembagaan negara khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan secara 

spesifik dapat menjadi bahan kajian tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat (MPR) perihal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya. 

2.  Manfaat Praktis 

Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi lembaga yang berwenang dalam 

mengamandemen UUD 1945 dalam rangka menyempurnakan desain ketatanegaraan 

Republik Indonesia. Dan memberikan sumbangan pemikiran bagi legal drafter dalam 

membuat peraturan perundang-undangan yang sinkron antara satu sama lain. 

 

F. Kerangka Teori 

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan teori yang 

relevan dengan permasalahan yang akan di bahas, diantaranya : 

1. Teori Check and Balances 

Konsep Check and Balances mengacu pada variasi atau aturan prosedur yang 

memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi kekuasaan lainnya. Judicial 

Review adalah bukti pelanggaran batas atas prinsip pemisahan kekuasaan, demikian 

juga Impeachment presiden oleh lembaga Legislatif (DPR dan MPR). Tindakan-

tindakan saling mengimbangi dan mengawasi ini yang kita pahami sebagai check and 

balances.18 

2. Teori Steufenbeau  

                                                           
18 Ventus Adventus Yo,”Check And Balances System” diakses dari : http://ventus-

excel.blogspot.co.id/2012/11/check-and-balances-system.html?m=1 pada tanggal 13 Mei 2016 Pukul 

23.56 WIB 
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Teori yang di kemukakan Hans Kelsen, yang kemudian di kembangkan lagi oleh 

muridnya Hans Nawiasky  menjelaskan bahwa norma hukum dalam suatu negara 

selalu berjenjang, yakni sebagai berikut :19 

- Norma Fundamental Negara (staatfundamental norm) 

- Aturan - Aturan Dasar Negara (staatsgrundgesetz) 

- Undang - Undang (formell gesetz) 

- Peraturan Pelaksana serta peraturan otonom (Verordnung & autonome 

satzung) 

Teori ini menjelaskan bahwa sebuah aturan yang lebih rendah ditentukan oleh  

norma yang lebih tinggi. Kaitannya, UUD UUD RI 1945 Indonesia yang merupakan 

staatgrundgesetz  harus menjadi acuan bagi aturan yang berada di bawah nya. 

3. Teori Politik Hukum 

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah arah kebijakan hukum (legal policy) 

yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yan akan diberlakukan atau 

tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam pengertian tersebut, 

hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga perbuatan 

hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh negara harus dijadikan langkah untuk 

mencapai tujuan negara. 20 

4. Teori Kedaulatan  

                                                           
19 Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Jakarta: Papas Sinar 

Sinanti, 2013 Hlm. 50 

20 Mahfud MD, Op.Cit. Hlm. 49 
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Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara.21 

Dalam penelitian ini akan secara khusus membahas kaitan antara permasalahan 

dengan teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. 

a. Kedaulatan Rakyat 

Inti dari teorinya bahwa deomain kekuasaan tertinggi berada ditangan 

rakyat. Ini berarti kehendak rakyat adalah satu satunya sumber kekuasaan bagi 

setiap pemerintah22. Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan 

Rakyat. Hal ini merujuk pada pasal 1 Ayat (2) UUD UUD RI 1945 yang isi 

nya : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Keberadaan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) sebagai lembaga legislatif tidak dapat dipisahkan dari teori ini. 

Karena secara kelembagaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

merupakan salah satu lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. 

b.  Kedaulatan Hukum  

Menurut teori yang dipelopori ini oleh Prof Krebbe ini, teori ini 

mengajarkan bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada negara. Oleh karena 

itu baik raja, penguasan, maupun rakyat, bahkan negara dalam sikap, tingkah 

laku, dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum.23 Secara Eksplisit pasal 1 

                                                           
21 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001 Hlm. 69 

22 I Dewa Gede Atmadja Ilmu Negara : Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan, Malang: Setara 

Press, 2012 Hlm. 87 

23 Ibid Hlm. 86 
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ayat (2) menyatakan bahwa : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Itu artinya 

Indonesia adalah negara yang segala sesuatu nya harus berdasarkan hukum. 

Termasuk dalam penelitian ini terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dalam masa jabatan nya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode menurut Soerjono Soekanto, “merupakan alat mencapat tujuan yang akan 

dicapai oleh seorang peniliti”.24 

1) Jenis Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode hukum 

normatif (Normatif yuridis). Normatif yuridis adalah metode penelitian hukum 

yang dilakukan dengan meniliti bahan pustaka.25  

Penelitian normatif yuridis mengacu kepada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan 

serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.26  

2) Pendekatan Penelitian 

                                                           
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, Hlm. 5 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat) , 

Jakarta : Rajawali pers, 2001, Hlm. 13-14 
26 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2014, Hlm. 

105 
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Untuk melakukan penelitian ini, penulis maka akan menggunakan beberapa 

pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari 

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 

dihadapi.27 Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang 

berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, diantaranya : 

Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 

tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai 

Dengan Tahun 2002; dan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD). 

 

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

                                                           
27  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm. 

93 
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Pendekatan Konseptual (Conseptual approach) adalah pendekatan 

konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin – 

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin didalam ilmu hukum, 

peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – 

pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum 

yang relevan dengan isu yang dihadapi.28 Pendekatan Konseptual 

(conceptual approach) akan digunakan untuk memahami konsep-

konsep tentang kewenangan MPR dalam pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 

3. Pendekatan sejarah (Historical Approach) 

Pendekatan sejarah (historical approach) dilakukan dengan menelaah 

apa yang akan dipelajari dan perkembangan pengatuarn mengenai isu 

yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti msanakala 

peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang 

melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.29 Pendekatan sejarah 

(Historical Approach) dilakukan dengan mempelajari kejadian terkait 

dengan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya yang pernah terjadi di Indonesia. 

3) Bahan Hukum 

                                                           
28 Ibid hlm. 95 

29 Ibid hlm.94  
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Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat, meliputi : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 

Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 

Sampai Dengan Tahun 2002 

3. Undang Undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

2. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Meliputi: Buku-

buku mengenai Konsep ketatanegaraan, dan secara khusus buku-buku 

yang membahas tentang kewenangan MPR dalam Pemberhentian 
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Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa Jabatannya, risalah 

sidang amandemen UUD RI 1945, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal 

ilmu hukum, artikel dan internet. 

3. Bahan Hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan 

bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : kamus 

hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4) Inventarisir Bahan Hukum 

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah studi 

kepustakaan dimana diperoleh dengan cara membaca literatur, UUD RI 1945, 

risalah sidang amandemen UUD RI 1945, Tap MPR, UU, artikel ilmiah, majalah, 

bahan – bahan kuliah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

5) Metode Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian menggunakan metode 

penarikan kesimpulan secara dedukatif untuk memperoleh jawaban – jawaban 

atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan 

secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui 

dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.30 

 

 

 

                                                           
30 Zainudin Ali, Op.Cit. Hlm. 177 
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H. Sistematika Penelitian 

a. Bab 1 Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

ruang lingkup masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

b. Bab 2 Tinjauan Pustaka  

Bab ini akan mengkaji literature mengenai mekanisme pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 

c. Bab 3 Pembahasan 

Bab ini akan membahas jawaban terhadap problem hukum, sebagaimana 

dirumuskan dalam masalah yang diteliti, yaitu mengenai bentuk dari putusan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, serta kekuatan hukum dari 

putusan tersebut. 

d. Bab 4 Penutup 

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dan seluruh pembahasan dan 

merekomendasikan sejumlah saran yang diperoleh berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 
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